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MOTTO 

Berhentilah duduk bersama orang-orang yang berbicara buruk tentang orang lain. 

Karena ketika kamu berdiri dan meninggalkan kursimu maka kamulah yang akan 

menjadi topik berikutnya dalam cerita mereka. 
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PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENAGGULANGI PENGEMIS  

DI KOTA MATARAM 

 

Nama Peneliti : Juwita (2019B1B002) 

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Ali., M.Si 

Pembimbing II : Rahmad Hidayat, S.AP.M.AP 

ABSTRAK 

Masalah kesejahteraan sosial merupakan kenyataan sosial masyarakat yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, 

terbatasnya pengetahuan, keterampilan, kesehatan, pengaruh pola pikir, budaya 

masyarakat, terbatasnya atau ketiadaan lapangan kerja dan sebagainya yang akhirnya 

banyak diantara masyarakat demi mempertahankan hidupnya terpaksa ditempat 

umum menjadi pengemis.  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimanakah peran 

dinas sosial dalam menanggulangi pengemis di kota mataram? dan faktor-faktor apa 

sajakah yang menjadi penghambat dalam menanggulangi pengemis di kota 

Mataram?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dijelaskan 

secara deskriptif untuk membantu menggambarkan fenomena sosial secara detail. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.  

Berdasakan hasil penelitian untuk mengatasi masalah sosial, salah satunya 

untuk mengsejahterakan para pengemis yang ada di kota Mataram. walaupun 

sebernarnya tidak ada yang murni pengemis karena rata-rata mereka masih memiliki 

tempat tinggal dan pekerjaan lain yaitu memulung. Untuk melaksanakan tugas 

pemerintah tersebut dinas sosial untuk melakukan tugas tersbut tidak lepas dari 

pendatan, pembinaan pencegahan dan rehabilitas. a)Pendataan yang diakukan ialah 

dengan melakukan razia ditempat mereka melakukan kegiatanya untuk mengemis, 

mengujungi tempat mereka tinggal dan mendata. Apabila mereka berasal dari luar 

kota mataram maka akan di pulangkan melalui kelurahan. b) Pencegahan yang 

dilakukan oleh dinas sosial yakni mereka memberikan himbauan di setiap lampu 

merah agar tidak memberi uang pada pengemis, mereka yang terjaring razia akan 

dibawa ke posko dinas sosial untuk di berikan bimbingan agar tidak turun kejalan. 

Pemberian bantuan juga merupakan bagian dari pembinaan pencegahan. c 

)Rehabilitas upaya yang dilakukan dinas sosial untuk mengembangkan kualitas atau 

potensi dalam diri para pengemis melalui sistem panti asuhan maupun luar panti. 

Rehabilitas dilakukan dengan menyekolahkan mereka bagi yang masih ingin 

bersekolah dan pemberian tempat usaha. 

Kata Kunci : Dinas Sosial, Pengemis, Kota Mataram  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 

Dalam suatu negara, pembangunan merupakan tujuan untuk menciptakan 

kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Karena berkembangnya suatu negara 

sedikit banyak ditentukan oleh kemampuan Pemerintah dalam mengatasi 

permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian. Permasalahan dalam 

pelaksanaan pembangunan selalu dikaitkan dengan permasalahan kemiskinan yang 

hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. 

Menurut Murdani dan Hadromi dalam (Aprilyanti et al.,2021), 

“Pembangunan adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk mencapai 

pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar, yang dilakukan oleh suatu 

negara sebagai bagian dari rantai pembangunan”. Proses perubahan ke arah yang 

lebih baik, akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan 

seluruh masyarakat dan bertujuan agar pembangunan terlaksana sedemikian rupa 

sehingga tidak terjadi perlawanan di kalangan masyarakat jika hal tersebut terjadi. 

Permasalahan jaminan sosial merupakan realitas sosial masyarakat yang 

dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, 

terbatasnya pengetahuan, keterampilan, kesehatan, pengaruh pemikiran, budaya 

masyarakat, urbanisasi, terbatas atau tidak adanya kesempatan kerja, dan lain-lain, 

akhirnya memaksa banyak orang untuk bertahan hidup di tempat umum untuk 

bertahan hidup. Rendahnya standar hidup ini secara langsung mempengaruhi tingkat 



2 
 

 
 

kehidupan moral dan harga diri  mereka yang tergolong  miskin (Hartono, 2008 

dalam Putra dkk., 2018). 

Fenomena pengemis di perkotaan bukanlah permasalahan baru dalam  

pembangunan, namun keberadaannya perlu diperhatikan. Artinya kebijakan mengenai 

perlakuan terhadap pengemis juga turut menentukan ada atau tidaknya pengemis 

tersebut di suatu daerah (Riszi Indah Dewi Shara et al., 2019). 

Maraknya fenomena sosial yang melibatkan pengemis dengan berbagai cara  

untuk mengemis, mulai dari  berpura-pura cacat hingga menggendong bayi dan anak 

kecil, di Indonesia bukan  saja  orang dewasa dan orang tua  yang menjadi pengemis, 

anak-anak di bawah 18 tahun juga ikut  menjadi pengemis itu adalah keinginan 

mereka sendiri atau dorongan  orang lain (Putra et al., 2018).  

Sacara umum Pengemis dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan 

kegiatan atau perilaku minta-minta untuk memperoleh penghasilan yang dilakukan 

ditempat umun dengan cara menjangkitkan atau mengandalkan iba orang lain 

terhadapnya (Putri, 2021). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 

Pengemis/mengemis bukanlah suatu kata dasar dan memang tidak memiliki, akan 

tetapi pengertiannya bisa dua yaitu meminta-minta sedekah dan merendahkan dirinya.  

Berdasarkan ketentuan didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

bermakna melaksanakan penegakan hukum pidana terhadap pengemis dan 

gelandangan di Indonesia diatur pada Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP (Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana), sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah No. 5 
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Tahun 2012. Adapun penjelasan pasal 504 KUHP menjelaskan pengertian kegiatan 

minta-minta atau mengemis ditempat umum sebagai berikut: 

a. Barang siapa minta-minta (mengemis) di tempat umum dihukum karena minta-

minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu. 

b. Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang 

masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya 

tiga bulan. 

Selanjutnya ketentuan pasal 505 KUHP menegaskan pengertian kegiatan 

pergelandangan sebagai berikut: 

a. Barang siapa dengan tidak mempunyai mata pencaharian mengembara kemana-

mana, dihukum karena pelancongan, dengan kurungan selama-lamanya 3 bulan. 

b. Perlancongan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih yang 

masing-masing umurnya lebih dari enam belas tahun, dihukum kurungan selama-

lamanya enam bulan. 

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang meliputi usaha Preventif, 

Represif, Rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi atau mencegah meluasnya 

pengaruh akibat dari pengemis dan gelandangan di dalam masyarakat, dan 

memasyarakatkan kembali pengemis dan gelandangan menjadi anggota masyarakat 

yang menghargsi diri sendiri, serta memungkinkan pengembangan diri untuk 

pengemis dan gelandangan untuk memilih kembali kemampuan guna mencapai taraf 

hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat 

manusia. 
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Maraknya jumlah pengemis ditengah-tengah kota besar tentu 

mengindikasikan meningkatnya tingkat kemiskinan kota yang pada akhirnya 

mengemis dan jadi gelandangan bukan nasib tapi pilihan mereka (Maulana, 2013). 

Pengemis di Kota Mataram pada umunnya sama dengan pengemis-pengemis lain 

yang ada di kota-kota besar di indonesia. Kehadiran pengemis dan gelandangan telah 

menjadi permasalahan sosial yang mengkhawatirkan masyarakat. Ada pula yang 

menganggap para pengemis dan gelandangan mempunyai citra negatif yang dapat 

merusak ketertiban, keindahan, moralitas dan kedamaian dalam masyarakat. Mereka 

biasa terlihat mangkal di sudut lampu merah, tempat ibadah, pusat keramain, 

permukiman dan lokasi lainnya yang anggap strategis.   

Tabel.1.1 Jumlah  pengemis penerima bantuan sosial: 

No Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 

1.  10 Orang 10 Orang 10 Orang 

Sumber Data: Kantor Dinas Sosial Kota Mataram 

Peraturan Daerah Kota Mataram No. 5 tahun 2012 tentang penanggulangan 

Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Mataram menjelaskan pada 

umumnya Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis merupakan permasalahan 

bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan 

pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka menggurangi 

beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan 
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inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang 

bermartabat. 

Untuk mempercepat penanggulangan pengemis, anak jalanan dan 

gelandangan dibutuhhkan penetapan sasaran yang tepat, rancangan dan integrasi 

program, pemantauan dan evaluasi, serta efisiensi anggaran, diperlukan untuk 

mempercepat pemberian layanan bagi pengemis, anak jalanan dan gelandangan. Oleh 

karena itu, perlu tindakan koordinasi terpadu antar pelaku kepentingan untuk 

mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanganan permasalahan 

pengemis, anak jalanan dan gelandangan. 

Penjaminan mencakup penepatan sasaran, perancangan dan keterpaduan 

program, monitoring dan eveluasi, serta efektifitas anggaran. Dengan  

diberlakukannya  Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 mengenai percepatan 

penanggulangan kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 

2010 mengenai tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

tersebut ialah landasan bagi kota Mataram dalam menangani menanggulangan 

kemiskinan.  

Pembagian permakanan untuk keluarga miskin adalah upaya menangani 

masalah pengemis, kampaye “anti-memberi” diharapkan dapat memberi efek jera 

para pengemis karena tidak ada yang memberi, sampai dengan operasi penggarukan, 

yaitu metode pengakutan dan pemindahan paksa para pengemis yang di lakukan oleh  

dinas sosial berkerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP). 
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Keberhasilan dalam menanggulangi pengemis  bisa mewujudkan stabilitas nasional, 

khusunya stabilitas dalam bidang keamanan dan pertahanan sehingga dibutuhkan  

penanganan yang serius oleh seluruh komponen baik pemerintah, masyarakat, 

organisasi sosial maupun lembaga sosial masyarakat (LSM).  

Dinas sosial kota Mataram guna untuk menertibakan dan mengamankan kota 

Mataram dari adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah 

satunya untuk menanggulangi dari adanya pengemis di kota Mataram. Maka dari itu 

dinas sosial kota Mataram membentuk suatu tim Satuan Tugas (SATGAS) yang 

bertugas untuk mengamankan dan mengawasi setiap tempat dimana tempat mereka 

bertugas, sebagaimana yang telah dijadwalkan.  

Surat Keputusan Dinas Sosial Kota Mataram Nomor 047.c Tahun 2014, 

menunjuk dengan memperhatikan Peraturan Walikota Mataram Nomor. 3 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 mengenai 

penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota Mataram. 

Selain untuk mengawasi dan menertibakan dari adanya pengemis dan  

gelandangan satgas dinas sosial kota Mataram juga bertugas untuk menertibkan 

adanya ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) yang meresahkan masyarakat, anak 

punk, Anak Jalanan (Anjal), di sejumalah simpang empat dan ruas jalan yang ada di 

Kota Mataram.  Anak jalanan adalahh anak  yang sebagian  besar waktunya hidup 

dijalana, mencari nafkah atau berkeliaran dijalanan tempat umum. 

Salah satu fungsi pelayanan sosial adalah mencakup kegiatan yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa cara yang  dilakukan  dinas 
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sosial terkait pemberantasan pengemis di kota Mataram, antara lain dengan 

melakukan sosialisasi larangan memberikan uang kepada pengemis melalui imbauan 

melalui artikel yang dipasang di setiap sudut lampu merah dan beberapa 

persimpangan. Selain itu, penggerebekan juga dilakukan  terhadap pengemis lalu 

dipulangkan ke daerah asalnya.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dinas sosial kota Mataram akan 

melakukan upaya, antara lain memberikan pembinaan dan keterampilan kepada 

pengemis agar berhenti mengemis. Mengingat mengemis merupakan permasalahan 

yang memerlukan penyelesaian sosial ekonomi, hal ini terjadi karena adanya 

kesenjangan sosial ekonomi dan solusi yang dapat diusulkan adalah dengan 

mengembangkan potensi individu atau potensi lingkungan yang dapat dikembangkan 

di daerah melalui pemberdayaan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis di dalam penelitian ini 

tertarik untuk mengetahui lebih jauh permasalahan sebenarnya terkait “Peran Dinas 

Sosial  dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Mataram”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas oleh 

peneliti agar lebih terarah dengan sasaran yang di miliki ini adalah: 

1.  Bagaimanakah Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota 

Mataram? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam Menanggulangi 

Pengemis di Kota Mataram? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sebagaimana yang telah di rumuskan dalam rumusan masalah diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: Peran Dinas Sosial dalam 

Menanggulangi Pengemis di Kota Mataram dan faktor-faktor yang menjadi 

pengehambat yang menjadi permasalah pada Pengemis di Kota Mataram. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Manfaat akademis sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) 

Administrasi Publik pada Universitas Muhammadiyah Mataram. 

2. Manfaat Teoritis 

Bagi peneliti sendiri bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan 

menganalisis peran Dinas Sosial Kota Mataram dalam pemberantasan mengemis 

di Kota Mataram. 

3. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi tertulis dan dapat 

dijadikan referensi bagi instansi setempat khususnya Dinas Sosial Kota Mataram. 
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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Dalam melakukan penelitian Pentingnya “Peran Dinas Sosial dalam 

Menanggulangi Pengemis di Kota Mataram” peneliti melakukan peninjauan dari 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Penelitian tersebut baik berupa Skripsi, Tesis maupun Disertasi. Dalam hal ini peneliti 

juga melihat dari penggunaan Teori yang di gunakan dan Metodelogi apa yang pakai 

oleh peneliti sebelumya. Dengan demikian peneliti mempunyai perbandingan akan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti. 

Penelitian terdahulu yang peneliti kutip merupakan skripsi dan jurnal yang 

berjudul sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama /Tahun/ 

Judul 

Hasil Persamaan/Perbedaan 

1.  Ghita Dwi Putra 

2021 

“Analisis Program 

Pembinaan 

Gelandangan dan 

Pengemis 

(Gepeng)  pada 

Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru” 

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah 

Kota Pekanbaru telah melakukan 

pembinaan terhadap para gelandangan 

dan pengemis di Kota Pekanbaru, namun 

pembinaan yang dilaksanakan terkesan 

kurang maksimal, dalam hal ini diberikan 

oleh dinas sosial kota Pekanbaru atau 

aparatur sipil negara. Unit pelayanan 

kepolisian, baik penasehat, penjabat atau 

pelatihan. Karena masih adanya sebagian 

warga Kota Pekanbaru yang belum 

mendapatkan informasi mengenai 

imbauan atau sosialisasi larangan 

menyumbang kepada gelandangan dan 

pengemis, maka Pemerintah Kota 

Pekanbaru belum maksimal dalam 

implementasi dan penegakan Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 

Tahun 2008 berkaitan dengan Ketertiban 

Perbedaan dan persamaan 

penelitian, persamaan sama-sama 

menggunakan metode penelitian 

kualitatif, pada judul juga 

memiliki kesamaan membahas 

tentang pengemis. Perbedaanya 

hanya terletak pada penelian 

terdahulu juga tentang 

gelandangan, dan juga analisis 

pada judul. 
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Sosial dan Pemerintah Kota Pekanbaru 

hanya mempunyai shelter sementara 

(rumah singgah) namun belum ada balai 

atau shelter khusus sebagai tempat 

orientasi bagi para gelandangan dan 

pengemis  

2. Andi Cudai Nur 

 2021  

“Peran Dinas 

Sosial dalam 

Penanganan 

Pengemis” 

Kesimpulannya, mengenai peran Dinas 

Sosial terhadap perlakuan pengemis 

dikota Makassar, kurang berperan 

terhadap pengemis. Dari ketiga indicator 

yang peneliti gunakan untuk mengkaji 

peran dinass sosial kota Makassar, hanya 

indeks katalik yang menunjukkan kinerja 

optimal, sedangkan indeks 

pemberdayaan dan tata kelola kurang 

berperan dalam pengelolaan pengemis. 

Persamaan dengan peneliti ini 

ialah sama-sama menggunakan 

metode peneltian kualitatif. 

Sedangkan perbedaan terletak 

pada lokasi penelitian dan tujuan 

penelitian. 

 

3.  Hafiz Sutrisno 

2020 

“Tanggung Jawab 

Dinas Sosial dan 

Pemakaman Kota 

Pekanbaru 

Terhadap 

Pembinaan 

Gelandangan dan 

Pengemis 

(Gepeng) di Kota 

Pekanbaru” 

Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa 

penulis berpendapat bahwa selain 

kurangnya ide dan sanksi bagi para 

gelandangan dan pengemis  tidak 

mengikuti pelatihan, pelatihan 

merupakan suatu proses yang bertujuan 

untuk mengubah perilaku dan fungsi para 

gelandangan dalam masyarakat agar 

dapat hidup. biasanya di lingkungan 

mereka. Hal ini menyulitkan Dinas 

Sosial Pemakaman Kota Pekanbaru yang 

harus memberikan bimbingan efektif 

bagaimana tetap meminta uang di tempat 

umum dan menentukan apakah 

gelandangan dan pengemis berhak 

mendapatkan pengobatan mandiri atau 

tidak. 

 

Perbedaan dan persamaan 

penelitian, persamaan sama-sama 

menggunakan metode penelitian 

kualitatif, pada judul juga 

memiliki kesamaan membahas 

tentang pengemis. Perbedaanya 

hanya terletak pada penelian 

terdahulu juga tentang 

gelandangan, dan juga analisis 

pada judul. 

 

4. Miratun Hayati 

2017 

 “Peranan Dinas 

Sosial dalam 

Menanggualangi 

Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan” 

Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam 

menjalankan perannya dalam menangani 

masalah kesejahteraan sosial (pengemis) 

mempunyai beberapa program yaitu 

program pengembangan keterampilan 

menjahit dan penyuluhan keagamaan, 

pelatihan bagi pengemis di lokasi ziarah 

Makam Sunan Gunung Jati yang 

jumlahnya semakin berkurang dan 

mengurangi pengemis, yang kedua, 

upaya untuk mengatasi masalah 

pengemis, Dinas Sosial Kabupaten 

Cirebon melakukan upaya khususnya 

dengan pelayanan sosial dan rehabilitasi 

sosial serta tiga unsur yang bermanfaat 

bagi munculnya pengemis yaitu faktor 

individu, faktor sosial, faktor budaya dan  

struktural. 

Adapun persamaan dari 

penelitian ini, yakni sama-sama 

menggunakan metode kualitatif 

dan judul yang hampir sama. 

Sedangkan perbedaanya terletak 

pada rumusan masalah, lokasi 

dan terori yang digunakan.  

Sumber: berbagai jurnal dan skripsi 
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Dari berbagai penelitian yang peneliti angkat memiliki kesamaan dan 

perbedaan. Letak persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang peneliti angkat ialah sama-sama meneliti mengenai pengemis. 

Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang peneliti angkat dari berbagai skripsi 

dan jurnal diatas ialah bahwa peneliti lebih berfokus pada pentingnya Peran Dinas 

Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis.  

2.2 Peran dan Penanggulangan  

2.2.1 Pengertian Peranan  

 Kata peran dalam kamus bahasa Indonesia artinya “pemain sandiwara”. 

Sedangkan peranan seperangkat yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan 

dalam masyarakat. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto adalah aspek 

dinamis jabatan, ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

jabatannya, kemudian ia menjalankan suatu peran (Segara, 2019). Peran juga dapat 

dipahami sebagai perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang 

menduduki status tertentu. Peran yang sesuai dipelajari melalui proses sosialisasi 

kemudian diambil alih oleh individu. 

Peran yang melekat pada seseorang harus dibedakan dalam interaksi sosial. 

Kedudukan seseorang dalam masyarakat merupakan unsur tetap yang mewakili 

kedudukan individu dalam masyarakat, peran mewakili lebih banyak fungsi, 

penyesuaian diri dan merupakan suatu proses. Jadi jika seseorang memegang suatu 

kedudukan dalam masyarakat dan memegang peranan tertentu. Peran tersebut 

mencakup tiga hal, yaitu: 
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a. Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan atau kedudukan 

seseorang dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, peran adalah aturan-aturan 

yang menjadi pedoman seseorang dalam kehidupannya di masyarakat. 

b. Peran adalah konsep tentang apa yang dapat dicapai individu dalam masyarakat 

sebagai sebuah organisasi. 

c. Peran juga dapat dilihat sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat. 

Menurut Linton, peranan dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan jenis, yakni 

peran yang diberikan atau ditentukan (asribed) dan peran yang diperjuangkan 

(achived). Peran yang ditentukan berarti peran-peran yang tidak merupakan hasil 

prestasi dirinya atau hasil usahnya, melainkan semata-mata karena pemberian dari 

orang lain. 

Setiap penelitian pasti memiliki teori yang digunakan dalam mengupas masalah, 

dimana yang di sebutkan (Kerlinger, dalam  Segara, 2019), menjelaskan bahwa. Teori 

ialah seperangkat konstruk (konsep), defenisi, dan proporsi yang berfungsi guna 

melihat fenomena secara sistematis, dengan melalui Spesifikasi hubungan antara 

variabel, hingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena yang 

terjadi.  

2.2.2 Pengertian penanggulangan  

Penanggulangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013), 

penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. 
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Kemudian ditambah awalan “pe” dengan akhiran “an”’ sehingga menjadi 

“penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. 

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, melawan, 

atau mengatasi suatu kedaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus  berupaya 

untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata 

lain upaya penanggulangan dapat dilakukan baik secara preventif dan refresif.  

Terkait permasalahan yang dihadapi pengemis, pengentasan kemiskinan 

merupakan salah satu upaya strategis untuk mencapai sistem perekonomian yang 

memihak masyarakat kurang mampu. Upaya preventif dilakukan oleh pemerintah 

atau masyarakat untuk mencegah berkembang dan menyebarnya permasalahan 

penyebab terjadinya mengemis. Sebagaimana usaha dimaksusd antara lain sebagai 

berikut: 

1. Usaha Pembinaan Pengemis  

a. Pendataan  

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat, 

klarifikasi tentang pengemis dengan cara pendekatan terhadap keluarga atau 

masyarakat sekitar. 

b. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan 

Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber penyebab adannya 

pengemis dilaksanakan oleh organisasi pelayanan sosial atau instansi terkait dan 

masyarakat dengan cara:  
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1) Melakukan patroli ditempat umum yang dilakukan oleh tim satgas Sosial Kota 

Mataram. 

2) Memberikan informasi mengenai keberadaan pengemis yang melakukan 

aktifitas ditempat umum secara perseoranga atau berkelompok.  

3) Penyuluhan, Penyuluhan tersebut dimaksudkan untuk mengajak dan 

mempengaruhi individu atau kelompok agar melakukan kegiatan pengawasan 

dan pengendalian  pengemis. 

2. Usaha Pananggulangan  

Usaha penanggulangan adalah usaha untuk meminimalisir atau untuk 

membebaskan tempat-tempat umum  dari pengemis yang di tunjukkan kepada 

seseorang maupun kelompok. Usaha penaggulangan diantaranya sebagai berikut: 

a. Razia, dilakukan melalui sosialisasi kepada pengemis yang bekerja sama dengan 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). 

b. Perlindungan yang dilakukan dinas sosial bekerja sama dengan unsur satpol PP 

atau dengan masyarakat terkait maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

c. Akomodasi sementara dilaksanakan dalam rangka orientasi yang dilaksanakan 

oleh suatu sistem pranata sosial yang meliputi orientasi sosial, orientasi spiritual, 

orientasi hukum, dan permainan adaptasi sosial (ekstrovert) dengan menjamin 

hak asasi manusia. 

d. Pendampingan sosial dilakukan melalui pengarahan perorangan terhadap 

pengemis serta keluarga secara rutin. 
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3. Usaha rehabilitas sosial  

Upaya rehabilitasi sosial merupakan proses memfungsikan kembali sistem 

kehidupan masyarakat dan meningkatkan tingkat perlindungan sosial terhadap 

pengemis. Upaya rehabilitasi sosial dilakukan agar para pengemis dapat 

memperoleh penghidupan dan kehidupan yang bermartabat dan bermartabat 

melalui dukungan mental dan spiritual untuk meningkatkan kesadaran mereka 

agar tidak lagi asyik mengemis di tempat umum. 

2.3 Konsep Pengemis 

2.3.1 Pengertian Pengemis  

  Sacara umum pengemis dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan 

kegiatan atau perilaku minta-minta untuk memperoleh penghasilan yang dilakukan 

ditempat umun (Putri, 2021). Dalam kamus besar bahasa indonesia kata 

pengemis/mengemis bukanlah suatu kata dasar dan memang tidak memiliki, akan 

tetapi pengertiannya bisa dua yaitu meminta dengan merendahkan dirinya dan 

meminta-minta sedekah. 

  Ketentuan terkait mengemis sebenarnya telah diatur dalam KUHP  saat ini 

namun dengan tingkat ancaman pidana yang berbeda, yaitu: 

a. Pasal 504 ayat (1) mengatur: Barang siapa minta-minta (mengemis) di tempat 

umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam 

minggu. 
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b. Pasal 504 ayat (2) mengatur: Pengemisan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga 

orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum 

kurungan selama-lamanya 3 bulan. 

Gepeng telah membuat pemerintah kota Mataram mengeluarkan kebijakan 

dengan harapan bisa terlaksananya penangana Penyandangan Masalah 

Kesejahteraaan Sosial (PMKS) di kota Mataram. Penegakan peraturan Walikota 

Mataram yang dilakukan oleh  Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial ini 

berdasarkan No 5 Tahun 2012 tentang Pemberantasan Gelandangan dan Pengemis 

(Nasir et al.,2022).  

Weinberg memaparkan bagaimana pengemis yang masuk dalam kategori 

kemiskinan di perkotaan seringkali menghadapi diskriminasi dan  stigma  negatif. 

Terkait hal ini, Rubington dan Weinberg berpendapat bahwa  stigma negatif justru 

mengasingkan masyarakat dari kelompok masyarakat umumnya (Tangdilintin, 2000 

dalam Putri, 2021). 

2.3.2 Kriteria  pengemis  

Menurut Fadri (2019) ada beberapa kriteria dari gelandangan dan pengemis, 

diantaranya yakni: 

1) Tidak punya tempat tinggal. Kebanyakan gelandangan dan pengemis tidak 

mempunyai tempat tinggal atau tempat berlindung. Mereka sering berkeliaran di 

tempat umum. Mereka tidak punya tempat tinggal, seperti di bawah jembatan, rel 

kereta api, gubuk liar di tepi sungai, etalase toko, dan lain-lain. 
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2)  Hidup dalam ketidakpastian. Para tunawisma hidup  dan mengemis setiap hari. 

Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena jika mereka sakit, mereka tidak berhak 

atas tunjangan jaminan sosial seperti  masyarakat, akses terhadap layanan 

kesehatan, dan lain-lain. 

3)  Hidup di bawah garis kemiskinan. Masyarakat tercerai berai tanpa penghasilan 

tetap untuk menjamin kehidupannya di masa depan, bahkan  harus mengemis, 

memungut sampah setiap hari, bahkan melakukan perbuatan tercela seperti 

pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. 

4) Tidak mempunyai pekerjaan  yang layak dan stabil seperti menggali puntung 

rokok atau menarik gerobak. 

5) mengenakan pakaian compang-camping. Gepeng biasanya tidak pernah memakai 

pakaian rapi atau berdasi, melainkan memakai pakaian lusuh dan kotor. 

6) Meminta-minta dengan cara berpura-pura atau sedikit memaksa, disertai dengan 

tutur kata yang manis dan iba. 

7) Tuna etika, dalam arti bertukar istri dan suami, hidup bersama, berdagang istri, 

dan sebagainya. 

8)  Mengemis di depan umum. Seperti halte bus, stasiun kereta api, rumah atau 

karakter. 

2.3.3 Faktor Penyebab Munculnya Pengemis  

Masalah sosial mengemis ialah pengumpulan dan sambungan dari berbagai 

masalah seperti  kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan 

kejuruan, lingkungan sosial budaya dan lain-lain (Siahaan, 2017). Masalah ini ialah 
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masalah sosial dan  wabah di masyarakat. Beberapa permasalahan merupakan faktor 

yang ada dalam diri individu, keluarga maupun di luar masyarakat (tempat pengemis 

beroperasi). Faktor penyebab tersebut dapat terjadi secara sendiri-sendiri maupun 

bersama-sama. 

1. Faktor internal 

a. Kemiskinan individu dan keluarga. Kemiskinan menjadi penyebab utama 

terjadinya mengemis. Dasarnya, pengemis itu benar-benar miskin atau berpura-

pura miskin. Beberapa pengemis mengaku menjadi pengemis karena miskin, 

berpenghasilan rendah, dan tidak mampu menghidupi keluarga, sehingga  

terpaksa mengemis. 

b. Tingkat pendidikan rendah. Masuk akal jika pendidikan akan mempengaruhi 

seseorang  menjadi pengemis. Pendidikan yang rendah berarti seseorang 

cenderung tidak memiliki keterampilan tertentu sehingga tidak tertarik dengan 

pekerjaan yang ditawarkan, bukan karena tidak ada pekerjaan. 

c. Sikap mental. Keadaan mental ini juga muncul karena mereka menganggap 

pekerjaan yang mereka lakukan adalah hal biasa, seperti pekerjaan lain yang 

memiliki tujuan yang  sama  untuk mendapatkan penghasilan, sehingga mereka 

merasa nyaman untuk mengemis. Kurangnya pendapatan, terbatasnya kendali 

terhadap sarana dan prasarana produksi, serta terbatasnya keterampilan, 

mendorong mereka untuk mengemis. 
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2. Faktor eksternal 

a. Kondisi kota yang primitif sikap primitif penduduk Kota Mataram ditunjukkan 

dengan sikapnya yang murah hati jika terjadi melihat pengemis. Kasihan dan 

kepedulian terhadap masyarakat merupakan ajaran moral yang baik. Sementara 

di sisi lain, visi tersebut dimanfaatkan  oleh para pengemis untuk semakin 

menarik belas kasihan  orang-orang baik. 

b. Urbanisasi dan Kesenjangan Pembangunan 

Munculnya pengemis ialah dampak negatif dari kesenjangan pembangunan 

antara perkotaan dan perdesaan. Pesatnya pertumbuhan wilayah perkotaan 

mendorong masyarakat pedesaan untuk pindah ke kota dilatarbelakangi oleh upah 

yang tinggi tanpa menyadari keterbatasan potensi yang dimiliki. 

2.3.4 Undang Undang Perlindungan Anak Dibawah Umur Sebagai Pengemis  

Mengingat konsep perlindungan anak yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak, diketahui bahwa perlindungan anak mempunyai 

arti yang sangat luas, khususnya melindungi hak-hak seseorang. Perlindungan 

tersebut mempunyai fungsi khusus agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya (Sunarto, 2022). 

Sebagai tantangan hukum, persoalan gelandangan dan pengemis bisa dibawa 

kebidang kriminologi. Kriminologi merupakan bidang ilmu yang mempelajari 

perkembangan dan pendewasaan perilaku yang mengarah pada kesejahteraan atau 
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perkembangan perilaku orang yang  melakukan kejahatan. Terkait persoalan 

mengemis, ada hal yang sangat mengharukan ketika pelaku mengemis adalah seorang 

anak kecil. Anak-anak yang seharusnya bersekolah dan bermain bersama temannya 

malah berada di jalanan, berpindah-pindah tempat mengemis. 

Anak sebagai makhluk Allah SWT dan juga sebagai makhluk sosial sejak 

dalam kandungan sampai dengan kelahirannya mempunyai hak untuk hidup, mandiri 

dan  mendapat perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, negara 

dan bangsanya. Oleh karena itu, tidak ada seorangpun atau pihak manapun yang 

dapat merampas hak  hidup dan kebebasannya. 

Hak-hak anak merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dan 

dilindungi secara hukum, termasuk dalam undang-undang nasional yang diatur dalam 

UUD 1945, Undang-undang No  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang 

meliputi hak-hak anak, pemenuhan tugas dan tanggung jawab orangg tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah dan negara harus melindungi anak. UU No 23  tahun 2002 

tentang perlindungan anak, baik  perlindungan anak  umum maupun perlindungan 

anak khusus atau perlindungan anak yang menghadapi permasalahan hukum (menjadi 

pelaku tindak pidana), serta hukum internasional seperti Universal Declaration of  

Human Right (UDHR) dan Internasional on Civil and Political Right (ICPR). Bahkan 

hak asasi anak pun harus diperlakukan berbeda dengan hak asasi orang dewasa yang 

diatur secara khusus dalam konvensi khusus internasional. 

Perintah yang meminta anak mengemis tidak hanya datang dari orang tua anak, 

tetapi juga dari beberapa pihak yang mengkoordinasikan anak mengemis tersebut. 
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Terlepas dari aspek siapa yang menyuruh anak melakukan pengemisan maka 

Perundang-undangan di indonesia khususnya KUHP maupun undang-undang terkait 

seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak mengancam pihak-pihak pelaku yang menyuruh anak melakukan pemgemisan 

dengan ancaman pidana.  

2.4 Dinas Sosial  

Dinas Sosial ialah instansi  di bawah naungan kementrian sosial yang memiliki 

tugas menyelenggarakan urusan di bidang Jaminan Sosial, Rehabilitas Sosial, 

Perlindungan soial, Pemberdayaan Sosial, dan Penanganan fakir miskin untuk 

membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.  

Selain itu juga Dinas Sosial Kota Mataram adalah unsur pelaksana Pemerintah 

Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial yang merupakan Perangkat Daerah baru, yang 

dibentuk untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah dan melaksanakan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram. 

Dinas Sosial Kota Mataram sebagai lembaga pelaksana di bidang sosial, dalam 

menjalankan fungsinya Dinas Sosial menjalankan fungsi pelaksanaan, penunjang 

upaya, pembinaan, pelatihan untuk meningkatkan kemandirian dan meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. 
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2.5 Kerangka Berpikir  

Uma Sekaran dalam bukunya Business Research (1992) dalam Sugiyono 

(2021) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model kondeptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. 

Tabel 2.5 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran  Dinas Sosial dalam 

Menanggulangi Pengemis di 

Kota Mataram 

Pendataan  Pencegahan Rehabilitas  

 

Dinas Sosial Kota Mataram 

 

Menciptakan Kemandirian 

Terhadap Pengemis 
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BAB III 

  METODE PENELITIAN  

3.1  Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan penelitian kualitatif dengan 

interpretasi deskriptif untuk membantu mendeskripsikan fenomena sosial secara 

detail. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007) menyatakan bahwa metode kualitatif 

adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk lisan 

dan tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jenis penelitian deskriptif ini 

dapat diterapkan pada penelitian kuantitatif namun dapat juga bersifat kualitatif. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan 

mengkonfirmasi fenomena sosial yang menjadi subjek penelitian. 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian  

Untuk menyelesaian Penelitian ini terutama guna memperoleh data yang 

diperlukan. Penulisan ini untuk mendapatkan data yang langsung dan akurat di yakni:  

1) Lokasi Penelitian  

Lokasi Penelitian yang dilakukan pada Dinas Sosial Kota Mataram Provinsi  

NTB. Peneliti memilih Kota Mataram sebagai tempat penelitian, disebabkan oleh 

peneliti pernah melakukan magang atau PKL di Kantor Dinas Sosial Kota Mataram, 

yang kemudian di tempatkan dan berikan tugas di lapangan bersama PSM dan 

SATGAS Sosial Kota Mataram. Peneliti turun yang tentunya didampingi oleh Satgas 

sosial Kota Mataram untuk menanggulangi pengemis gelandangan dan pemulung 

yang ada di Kota Mataram. Dimana ada berbagai fenomena yang terjadi dimasyarakat 
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khusunya para pengemis yang bersebaran di  Kota Mataram, sehingga fenonema ini 

menarik untuk peneliti jadikan judul, dan salah satu strategi peneliti untuk 

mempersingkat waktu penelitian. 

2) Waktu Penelitian  

Penelitian pada bulan April sampai bulan Mei 2023, yang dilakukakan pada 

Dinas Sosial Kota Mataram. 

3.3 Teknik Pemilihan Informan  

Pemilihan informan penelitian ialah orang memiliki informasi terkait objek 

penelitian tersebut. Informan dari penelitian ini berasal dari hasil wawancara secara 

langsung dengan narasumber, dalam penelitian ini untuk menentukan informan 

dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang menguasai objek yang akan peneliti 

teliti. Dalam Purposive Sampling adalah “teknik pengambilan  sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut di 

anggap paling tahu tentanan apa yang kita harapka, atau mungkin dia sebagai 

penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek situasi sosial yang 

diteliti. Dan Snowball Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang 

pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar” (Sugiyono, 2021). 

Adapun informan yang digunakan dari subjek penelitian ini yakni :  

1. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram 

2. Kepala Bidang Rehabilitas Sosial 

3. Satgas Sosial Kota Mataram 

4. Pengemis  
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. 

1) Observasi 

Observasi adalah suatu alat pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Secara umum 

observasi dapat dilakukan dengan dua cara: 

a) Observasi langsung merupakan suatu proses aman yang dicapai dengan 

mengamati secara langsung dan ikut serta dalam kehidupan orang-orang yang 

akan diamati. 

b) Observasi tidak langsung adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh 

seorang pengamat tanpa ikut serta dalam kehidupan  yang diamati, yang secara 

unik diposisikan sebagai pengamat.. 

2) Wawancara (interview) 

Metode wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan 

informasi  secara langsung mengenai seseorang dengan cara mengajukan pertanyaan 

kepada orang yang diwawancarai. Dari sudut pandang tersebut peneliti 

menyimpulkan bahwa metode wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dan 

informasi dengan cara melakukan tanya jawab dengan sumber data (responden). 

Metode ini mempunyai fungsi untuk memperjelas atau melengkapi data yang 

ditemui peneliti langsung di tempat kejadian. Dalam proses ini peneliti melakukan 
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wawancara/tanya jawab dan menjawab pertanyaan dari informan penelitian secara 

langsung (tatap muka). 

Jenis wawancara yang digunakan peneliti yakni: 

d. Wawancara terstruktur 

Wawancara ini dippakai sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti atau 

pengumpul data  mengetahui secara pasti  informasi  apa yang akan diperoleh. Dalam 

prakteknya, selain menggunakan alat-alat sebagai pedoman wawancara,  

pengumpulan data juga dapat menggunakan alat-alat seperti perekam audio, gambar, 

brosur dan bahan-bahan lain yang dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan 

untuk wawancara. 

e. Wawancara tidak terstruktur  

Wawancara tidak terstruktur ialah wawancara  bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara terstruktur secara sistematis dan lengkap untuk 

mengumpulkan data. Panduan wawancara yang digunakan hanya bersifat gambaran 

umum permasalahan yang akan ditanyakan. Namun peneliti yang melakukan 

wawancara mendalam  bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, 

yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi. 

3) Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa masa lalu. Materinya bisa berupa 

artikel, gambar, atau karya monumental yang dibuat oleh seseorang. Catatan dalam 

bentuk tertulis, misalnya catatan harian, kisah hidup, sejarah, biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar, sketsa, dan lain-
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lain. Dokumen  berbentuk karya, misalnya karya seni  dapat berupa lukisan, patung 

dan sebagainya.  

Menurut Guba dan Lincoln dalam (Moleong 2012) mendefenisikan tentang 

record dan document sebagai berikut: record adalah setiap pertanyaan tertulis yang 

disusun oleh seseorang atau lembangan untuk keperluan pengujian suatu peristiwa 

atau menyajikan akunting. Dokumen ini ialah setiap bahan tertulis atau file. 

Berdarkan pendapat para ahli diatas dapat di simpulkan bahwa dokumentasi ialah 

metode yang digunakan untuk mengumpukan catatan secara tetulis, buku, arsip-arsip, 

pengalaman dan rangkain peritiwa yang anggap penting dan berguna. Dokumen 

untuk dijadikan informan tambahan agar melengkapi data yang di butuhkan. 

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian sebagai upaya untuk 

memperoleh data yakni Dinas Sosial Kota Mataram. 

3.5  Jenis dan Sumber Data  

Jenis data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi  jenis data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, diagram, dan 

gambar, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan 

sesuai dengan bentuknya. Data yang digunakan  peneliti adalah data kualitatif, yaitu 

data yang dijelaskan dengan kata-kata atau kalimat.  

Dalam hal ini, ada dua jenis sumber data yang digunakan peneliti, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data  yang diperoleh langsung dari sumber data pertama 

tempat penelitian atau subjek penelitian berupa kata-kata atau ucapan, gerakan atau 
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perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya (Siyoto, 2015). Data 

primer diperoleh dari pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami 

kriteria, misalnya korban, pelaku, dan lain-lain. Dalam penelitian ini data utama yang 

akan penulis peroleh adalah dari tanggapan responden, berdasarkan pertanyaan yang 

penulis ajukan kepada informan, baik  informan kunci maupun informasi utama 

supplier. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder ialah data yang didapat dari pendapat para ahli dan informasi 

terkait permasalahan pokok yang dianggap sebagai data awal untuk menunjang data 

primer (Siyoto, 2015). Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan peneliti 

berupa laporan temuan penelitian sebelumnya, jurnal, buku, dan lain-lain yang 

berkaitan dengan penelitian peneliti. 

3.6  Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dilakukan sebelum masuk lapangan, selama dilapangan 

dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan, Analisis telah 

melalui sejak merumuskan data menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan 

dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis sebelum dilapangan 

analisis dilaksanakan pada data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan 

dipakai untuk menetapkan arah penelitian. 

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2021), kegiatan analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung  terus menerus hingga selesai 
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untuk menjenuhkan data. Kegiatan analisis datanya adalah reduksi data, visualisasi 

data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Jumlah data yang dikumpulkan di lapangan  cukup besar sehingga harus dicatat 

secara cermat dan rinci semakin lama peneliti berada di lapangan. Mereduksi data 

berarti merangkum, memilih unsur-unsur kunci, memusatkan perhatian pada unsur-

unsur penting, mencari tema dan pola. Dengan cara ini, data yang  direduksi  

memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan 

data tambahan dan mempelajarinya jika diperlukan. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam  

penelitian ini penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, grafik, 

hubungan antar kategori, dan lain-lain. 

c. Conclusion Drawing/verification 

 Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif meliputi penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dicapai masih bersifat sementara 

dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang meyakinkan pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Namun jika kesimpulan awal didukung oleh bukti-

bukti yang baik dan konsisten ketika peneliti kembali ke tempat kejadian untuk 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disempurnakan adalah kesimpulan yang 

dapat diandalkan. 
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3.7   Uji Validitas Data 

Dalam penelitian kualitatif, data  dinyatakan valid jika tidak terdapat perbedaan 

antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Uji 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility (validitas internal), 

transferability (validitas internal), dependability (rebialitas), confirmability 

(objekvitas) (Sugiyono, 2021).  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji 

reliabilitas untuk memeriksa keabsahan data. Agar  penelitian kualitatif dapat 

dianggap sebagai penelitian ilmiah, perlu dilakukan uji keabsahan data. Pengecekan 

keabsahan data dilakukan: 

1) Uji Kredibilitas  

Pengujian reliabilitas atau keterpercayaan data  penelitian kualitatif dilakukan 

untuk memperluas observasi, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, melakukan 

triangulasi, berdiskusi dengan rekan sejawat, menganalisis kasus negatif dan member 

check. 

a. Meningkatkan Ketekunan 

Peningkatan ketekunan berarti  pengamatan yang lebih cermat dan terus-

menerus. Untuk meningkatkan kegigihan Anda, bacalah banyak buku referensi dan 

hasil penelitian atau dokumen terkait temuan mendalam. Dengan membaca maka 

wawasan peneliti akan semakin akurat, sehingga dapat digunakan untuk 

memverifikasi apakah data yang ditemukan akurat atau dapat dipercaya. 
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b. Triangulasi  

William Wiersma (1989) dalam Sugiyono (2021),  menyatakan Triangulasi 

dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Selain data untuk tujuan pengendalian atau  

perbandingan data tersebut. Hal ini membandingkan apa yang peneliti lihat dan 

dengar, hingga hasil penelitian tidak bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang 

ada. Teknik ini menggabungkan data dan mengekstrak informasi dari sumber 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


